
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.P/2017/PA.Sgr 

 

 

PENETAPAN 

Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.Sgr. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan 

permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh: 

PEMOHON I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, 

pekerjaan Karyawan Pabrik Retail, tempat kediaman di 

Kabupaten Buleleng, sebagai Pemohon I; 

PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, 

pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten 

Buleleng, sebagai Pemohon II; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah 

memeriksa alat bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya 

tertanggal 05 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Singaraja, dengan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.Sgr., telah 

mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah 

yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 15 Maret 2016, di 

rumah orangtua Pemohon I di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah 

adalah Tokoh Ulama di Kabupaten Buleleng karena ayah kandung 

Pemohon II beragama Hindu, kemudian bertahkim wali kepada TOKOH 

ULAMA (Tokoh Ulama) serta diijabkan oleh TOKOH ULAMA, dengan mas 

kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar 

tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi 

masing-masing bernama Pak SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta dihadiri beberapa 

kerabat yang berjumlah 5 orang; 

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan 

Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun 

sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain 

yang keberatan atas pernikahan tersebut; 

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup 

sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) hingga sekarang dan 

tidak pernah bercerai, dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK 

PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 03 Juli 2016 (umur 1 

tahun 2 bulan); 

4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah 

dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam, namun tidak tercatat di 

PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki 

Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 

permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja; 

5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat 

Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat 

diitsbatkan, untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus 

administrasi Peneribitan Akta Kelahiran Anak; 

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim agar segera 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang 

amarnya berbunyi: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan 

Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2016, 

di Kabupaten Buleleng; 
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3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah 

mengumumkan perkara permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 12 

September 2017, melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja 

selama 14 hari; 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I 

dan Pemohon II telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan; 

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan 

permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) berdasarkan hukum Islam, serta 

hal-hal yang berhubungan dengan akibat pengesahan nikah; 

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini 

dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang 

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II; 

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan 

Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor: 

5108011312910006 tanggal 04 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh 

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, 

bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1); 

2. Fotokopi Keterangan Domosili atas nama Pemohon II nomor: 

470/1945/Pem/2017 tanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan Kepala 

Perbekel Pejarakan, Kacamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, bermaterai 

cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2); 

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-

saksi sebagai berikut: 

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak 

bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan 

mengaku sebagai kakek Pemohon I, di bawah sumpah memberikan 

kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut: 
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- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri 

yang menikah sirri dan saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II 

menikah pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016; 

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah 

AYAH KANDUNG PEMOHON I (Ayah kandung Pemohon I) di 

Kabupaten Buleleng dengan tahkim wali nikah TOKOH ULAMA pemuka 

agama Kabupaten Buleleng karena ayah kandung Pemohon II beragama 

Hindu, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua 

puluh ribu rupiah) tunai, adapun yang menjadi saksi nikah adalah saksi 

sendiri (SAKSI 1) dan SAKSI 2; 

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat itu ijabnya dilakukan oleh TOKOH 

ULAMA dan qobulnya dilakukan oleh Pemohon I; 

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon 

II berstatus perawan; 

- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak 

ada halangan untuk melaksanakan pernikahan; 

- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, 

tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya; 

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang 

bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II; 

- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah 

bercerai dan masih tetap beragama Islam; 

- Bahwa, para Pemohon tidak mendaftar ke KUA karena saat itu tidak ada 

biaya; 

- Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk 

memperoleh pengakuan dan kepastian hukum, serta untuk mengurus 

administrasi penerbitan Akta Kelahiran anak; 

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan 

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam 

persidangan mengaku sebagai Adik sepupu Pemohon I, di bawah sumpah 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri 

yang menikah secara syariat Islam dan saksi hadir waktu Pemohon I 

dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 2016, di samping itu 

2 hari sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi beserta orang 

tua Pemohon I juga datang meminta kepada keluarga Pemohon II; 

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah 

Bapak AYAH KANDUNG PEMOHON I (Ayah kandung Pemohon I) di 

Kabupaten Buleleng pada hari Selasa dengan tahkim wali nikah TOKOH 

ULAMA seorang pemuka agama Kabupaten Buleleng karena ayah 

kandung Pemohon II beragama Hindu, dengan mas kawin berupa uang 

sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tunai, adapun yang 

menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI 1; 

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat itu ijabnya dilakukan oleh TOKOH 

ULAMA dan qobulnya dilakukan oleh Pemohon I; 

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon 

II berstatus perawan; 

- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak 

ada halangan untuk melaksanakan pernikahan; 

- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, 

tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya; 

- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah 

bercerai dan masih tetap beragama Islam; 

- Bahwa, para Pemohon tidak mendaftar ke KUA karena saat itu tidak 

mempunyai biaya; 

- Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk 

memperoleh pengakuan hukum, serta untuk mengurus administrasi Akta 

Kelahiran anak; 

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang 

bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II umur 1 tahun 2 bulan; 

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi 

tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon I dan 
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Pemohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi, namun Pemohon 

I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan 

saksi-saksi tersebut; 

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II 

mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dalam persidangan 

tersebut; 

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan yang 

pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II, 

serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita 

acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan 

Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan 

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng karena itu, berdasarkan 

ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. 

Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) 

dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagamana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja 

berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara a quo; 

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai 

ketentuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145, yang 

pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas 

dan Administrasi Pengadilan, dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) 

Nomor 14/ TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi 

Tahun 2013, dan ternyata selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 
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pengumuman, tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan 

merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini 

secara formil dapat diperiksa; 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, 

Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap sendiri di muka 

persidangan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan 

kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonan pengesahan 

nikah (isbat nikah) dan akibat hukum dari isbat nikah, terhadap nasehat 

tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya dan melanjutkan 

perkaranya; 

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan 

pernikahan secara syari’at Islam yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 

15 Maret 2016 di Kabupaten Buleleng, oleh karena itu Majelis Hakim 

berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang 

berkepentingan langsung (persona standi in judicio) atau memiliki kapasitas 

(legal standing) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana 

ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa Pemohon I Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon 

I dan Pemohon II telah menikah menurut syari’at Islam pada hari Selasa 

tanggal 15 Maret 2016 di Kabupaten Buleleng, namun pernikahannya tersebut 

tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan setempat, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar 

dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang 

dilaksanakan tersebut dan penetapan itu akan digunakan untuk memperoleh 

pengakuan hukum dan untuk mengurus administrasi permohonan penerbitan 

kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak mereka; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan 

Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 

permohonan Itsbat Nikah tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 
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dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena 

perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang 

menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan 

Pemohon II telah dilaksanakan pada waktu dan tempat tersebut serta apakah 

benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat 

dan rukun perkawinan; 

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan 

bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, 

maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus 

membuktikan hak atau keadaan itu”; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya 

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti (P.1 dan P.2) di 

persidangan yang mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), dan (P.2) adalah bukti tertulis 

berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan domisili yang 

telah bermeterai cukup serta dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti 

tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, yang tercatat oleh 

Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang merupakan pihak 

yang berwenang dan merupakan aparat pemerintah yang sah sebagai 

penduduk Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat 

formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. 

Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) domisili para 

Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga 

secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (relatife competentie) 

Pengadilan Agama Singaraja; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh 

Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini; 
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Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh para 

Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di 

persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa 

satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, 

maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah 

memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima; 

Menimbang, bahwa para saksi adalah keluarga dan semuanya hidup 

bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II dan terlibat langsung dalam 

prosesi pernikahan para Pemohon, disamping itu jumlah saksi yang diajukan 

oleh para Pemohon telah memenuhi batas minimal (vide Pasal 306 R.Bg.) serta 

kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan 

sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg; 

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tentang prosesi pernikahan 

Pemohon I dan Pemohon II adalah pengetahuan langsung saksi (vide Pasal 

308 ayat (1)), oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim keterangan 

tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan maksud Pasal 309 RBg, 

karenanya keterangan tersebut dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, 

bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan 

Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian dalam 

persidangan sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam; 

- Bahwa Pemohon II adalah muallaf dan Pemohon II tidak memiliki wali 

nasab yang beragama Islam; 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam 

pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 di Kabupaten Buleleng; 

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama TOKOH 

ULAMA (Tokoh Ulama), mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,00 

(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I 

dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, 

dengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 2 dan SAKSI 1; 
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- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, 

sedang Pemohon II perawan; 

- Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk 

melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan 

maupun hukum Syar'i; 

- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan 

Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama 

Islam (Murtad); 

- Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas 

keabsahan pernikahannya; 

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 

seorang anak; 

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA 

karena pada saat itu tidak ada biaya; 

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA, 

sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti autentik dari 

pernikahannya itu; 

- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian 

hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; 

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum 

Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya 

di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan 

dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II 

dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak 

dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun 

dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak yang harus dilindungi, 

maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan 

yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II; 

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang 

dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila 
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perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan 

bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan 

menurut Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon 

II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum 

tercatatkan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, 

maka permohonan Pemohon I dan Permohonan II patut dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan 

disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, 

calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul; 

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I beragama Islam 

dan Pemohon II juga beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah 

memenuhi ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I telah dewasa 

berumur lebih dari 19 tahun dan Pemohon II berumur lebih dari 16 tahun, maka 

pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana 

maksud Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada 

hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan 

Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak 

ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, 

maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan merupakan 

perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan 

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab I'anatut 

Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat 

Majelis Hakim sendiri yang berbunyi: 
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و فى الدعوى بنكاح على إمرأة دكر صحته و سروطه من نحوى ولى و شاهدٌن 

عدول 
Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus 

dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali 

nikah dan dua orang saksi yang adil; 

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali 

nikah Pemohon II adalah tokoh agama Kabupaten Buleleng yang bernama 

TOKOH ULAMA, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat menikah adalah seorang 

muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat 

menikahkannya dengan Pemohon I; 

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk 

menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintahlah yang dapat 

menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya 

menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi 

dari Siti Aisyah ra yang berbunyi; 

 )اخرجه الاربعة (السلطان ولى من لا ولى لها 

Artinya: Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. 

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam 

konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan 

oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu 

pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan 

Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 30 Tahun 2005; 

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah 

Pemohon II adalah tokoh agama, bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis 

Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal 

tersebut terjadi, antara lain; 

- Pemohon II sebagai muallaf, sama sekali tidak memiliki saudara atau 

keluarga yang beragama Islam, yang dapat menjadi wali nikahnya; 
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- Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat (adat) untuk menunjuk orang yang 

dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk 

mentaukilkan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang 

tidak memiliki wali nasab; 

Menimbang, bahwa tentang masalah ini majelis hakim perlu 

mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Nihayatul Muhtaj: Juz 6 hal 223 

menjelaskan tentang wali tahkim yang artinya sebagai berikut: 

Artinya:......Sebagian ulama berpendapat, diperbolehkan bagi seorang 

perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) 

kepada seorang mujtahid yang adil, kemudian mujtahid tersebut menikahkan 

wanita itu dengan calon suaminya, hal seperti ini sesungguhnya sama dengan 

bertahkim, dan mujtahid yang menerima tahkim tersebut sama kedudukannya 

dengan hakim. Perihal menunjuk orang yang adil untuk bertindak sebagai 

hakim (bertahkim) tetap sah hukumnya, meskipun orang yang ditunjuk tersebut 

belum sampai pada derajat mujtahid........  

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengemukakan pendapat Imam 

Syafi’i dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 121 yang artinya sebagai berikut: 

Artinya: Bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah dan tidak mampu 

menemui wali hakim (qadhi), Imam Syafi’i berpendapat, “Apabila dalam suatu 

masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lalu ia 

bertahkim (menunjuk) kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka 

hukumnya jaiz (dibolehkan) hal itu merupakan tindakan mengangkat hakam. 

Dan orang yang diangkat sebagai hakam sama kedudukannya sebagai wali 

hakim”.  

Menimbang, bahwa wali tahkim dapat terjadi apabila: 

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon 

suaminya; 

- Adanya unsur darurat yang harus menyegerakan perkawinan dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis 

Hakim berpendapat, penunjukan tokoh agama yang bernama TOKOH ULAMA 

sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, karena Pemohon II seorang muallaf 
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yang tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I 

ditambah lagi Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu tergolong orang yang 

tidak mampu, yang tidak banyak memiliki uang untuk mendaftarkan dan 

mencatatkan perkawinannya di KUA serta masih adanya kebiasaan masyarakat 

yang segera menunjuk tokoh agama/masyarakat setempat untuk menikahkan 

bila tidak memiliki wali atau sulit mendatangkan wali; 

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II 

tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, mereka laki-laki muslim dan akil 

baligh, serta saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung aqad 

nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut 

adalah saksi nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah 

dan syarat sebagai saksi nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 

26 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi 

Muhammad SAW dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu 

Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:  

مـن عمـران بن حصـٌن عـن رســول الله صلى الله علٌه وسلـم قال لا نكاح إلا بـولً 

 (رواه أحمـد بن حنـبال روي عـن عـبدالله)وشـاهـدي عــدل 

Artinya: Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW., telah bersabda “Tidaklah sah 

suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” 

(HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah); 

Menimbang, bahwa saat akad nikah dilangsungkan terdapat ijab dan 

kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I) diucapkan 

sendiri secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka 

Majelis Hakim berpendapat bahwa ijab dan kabul tersebut adalah sah, karena 

telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat ijab kabul, sebagaimana 

ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II 

tersebut, Pemohon I telah memberikan mahar secara langsung kepada 

Pemohon II, berupa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang 
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dibayar tunai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mahar tersebut adalah 

sah karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat mahar, 

sebagaimana ketentuan Pasal 14, dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas 

ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena 

dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah 

memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, 

serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak 

melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal 

perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, 

pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan; 

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat 

Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara 

formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat 

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan 

Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai 

Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Gerokgak; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 
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Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I 

dan Pemohon II yang mana akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini; 

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan 

Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 

Maret 2016, di rumah orangtua Pemohon I Bapak AYAH KANDUNG 

PEMOHON I di Kabupaten Buleleng; 

3. Memerintahkan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) 

untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng 

dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya 

perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); 

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan 

Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mohamad 

Alirido, M.HES., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.HI., dan Iqbal 

Kadafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana 

diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut 

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh 

Richah Laili Sifa, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I 

dan Pemohon II. 

 

Hakim Anggota, Ketua Majelis, 
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Doni Burhan Efendi, S.HI. 

 

 

Drs. H. Mohamad Alirido, M.HES. 

  

  

 

 

Iqbal Kadafi, S.H.  

  

Panitera Pengganti, 

  

  

 

Richah Laili Sifa, S.H. 

 

 

Perincian Biaya Perkara: 

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,00 

2. Biaya Proses  : Rp.   50.000,00 

3. Biaya Panggilan  : Rp. 240.000,00 

4. Biaya Redaksi  : Rp.     5.000,00 

5. Biaya Meterai  : Rp.     6.000,00 

    J u m l a h                      : Rp.  331.000,00        

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) 
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